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BUILT-IN BUSINESS ETHICS
Manajemen Berbasis Etika dan Berorientasi ke Stakeholders

Oleh Haryatmoko

Tujuan bisnis adalah mencari untung dan akan melakukan apa saja untuk memaksimalkan keuntungan. Karena tuntutan itu, pelaku bisnis berisiko terjebak ke dalam prinsip ‘tujuan menghalalkan cara’. Lalu tanpa rasa salah membiarkan terjadi polusi; terbiasa menyogok pejabat untuk memenangkan tender; reaksi spontan melakukan PHK ketika perusahaan mulai merugi; bahkan tega merekayasa kasus untuk mengelabui stakeholders (corporate corruption, back dating stock option, Hunnicutt, 2007). Praktik-praktik semacam itu biasa, bahkan lebih parah lagi, seakan-akan dianggap melakukan yang benar karena kuatnya tuntutan tidak boleh kalah dengan pesaing perusahaan sejenis. 
Pernahkah terpikirkan bertindak secara lain, misalnya, mengalihkan biaya produksi untuk mengurangi polusi? Ketika perusahaan merugi, reaksi pertama kebanyakan perusahaan mem-PHK karyawan. Sempatkah terpikirkan mengurangi gaji direksi, atau mengurangi jam kerja untuk dialihkan ke pekerja yang seharusnya kena PHK? Memang perlu perhitungan dalam kondisi mikro/makro ekonomi seperti apa pertimbangan etika bisnis bisa diandalkan.
Ada fakta bahwa konsumen dari kelas tertentu memilih untuk tidak membeli merek tertentu karena kondisi produksi eksploitatif. Ternyata ada titik di mana konsumen bersedia membeli barang lebih mahal untuk menghormati prinsip-prinsip etika. Mereka menyadari situasi eksploitatif merendahkan kehidupan atau melawan kebebasan, melanggar hak-hak asasi. Perusahaan mengungkapkan tanggungjawab publik dalam nilai-nilai dasar mereka.
Etika Bisnis sebagai Bagian Strategi Perusahaan

Etika bisnis harus diperhitungkan bila mau menjamin keberlangsungan pelanggan. Contohnya Nike, seperti ditulis Gibson, pada tahun 1990, ada laporan perlakuan tidak adil terhadap pekerja pabrik di Dunia Ketiga. Nike menjawab bahwa pabrik-pabrik itu dijalankan subkontraktor, yang tidak di bawah kendali Nike. Pakaian sport yang di Amerika seharga $100 dibeli dari subkontraktor seharga $15. Setelah publikasi itu, harga di bursa saham turun 25% pada tahun 1998. Phil Knight, CEO Nike, secara publik mengakui ada masalah dan mengumumkan upaya perbaikan: mengawasi agar upah minimum pekerja dinaikkan, transparansi dan kualitas udara lebih baik di pabrik-pabrik di Dunia Ketiga, termasuk program pendidikan. Dengan kebijakan itu, akhirnya, Nike tidak lagi dianggap sebagai perusahaan yang eksploitatif, lalu pendapatannya naik 12% pada tahun 2005 (Gibson, 2007: 19-20). 
Ilustrasi itu menunjukkan etika bisnis bisa berubah menjadi strategi kebijakan demi kepentingan perusahaan. Bukti itu menunjukkan bahwa perusahaan termotivasi untuk menjaga standar etika dan membangun reputasi dari pada terseret ke persaingan liar. Etika bisnis dikaitkan dengan aturan permainan atau praktik yang bertanggungjawab dalam lingkup bisnis. Pelaku bisnis memperhitungkan perilaku yang sesuai dengan jabatan/profesi dari pada sekedar mengandalkan penilaian pribadi (Gibson, 2007: 6). Maka dalam menghadapi pelanggan, sikap pertama adalah profesional (akuntan, pemasar) karena mendasarkan pada standar yang dituntut fungsi pekerjaannya. 
Perusahaan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan untung besar dengan menipu dalam negosiasi. Pimpinan perusahaan bisa memutuskan untuk jujur. Mereka bisa memilih melakukan yang benar atau salah dengan memperhitungkan konsekuensinya. Pilihan nyata juga untuk tidak mengeksploitasi demi keuntungan. Pendekatan yang menekankan keuntungan segera akan jeli memanfaatkan situasi yang secara ekonomis paling menguntungkan. Meski menipu akan memberi imbalan keuntungan, tetapi pertimbangan jangka panjang cenderung memilih jujur karena masalah reputasi dan merek perusahaan dalam persaingan pasar. Dari penelitian Cathrine Duprée (Integrity has Its Price, Harvard Magazine July-August, 2003), ada penemuan menarik: penjual yang memperoleh umpan balik positif dari pelanggan, bisa menjual 10% lebih banyak dari pada yang pelayanannya tidak memuaskan.
Beberapa kasus di atas menunjukkan bahwa etika bisnis seharusnya jangan dipahami sebagai faktor penghalang untuk mencari keuntungan. Etika bisnis dengan memperhitungkan norma moral, pelayanan yang baik dan kepentingan pelanggan, ternyata justru menjamin keberlangsungan loyalitas pelanggan dan membawa keuntungan. Etika bisnis sebetulnya menunjukkan bahwa perlu tindakan yang rasional karena dengan menghormati nilai dan norma, suatu kebijakan menjadi lebih mudah diramalkan oleh semua stakeholders.

Asumsi etika bisnis ialah bahwa keuntungan tidak harus selalu dimengerti sebagai keuntungan segera. Mengejar keuntungan segera bisa terjebak dalam pelayanan yang mengecewakan. Contoh kasus perusahaan mebel yang karena terkenal baik, lalu menerima banyak pesanan. Dengan menumpuk pekerjaan, lalu kualitas menurun. Dalam jangka pendek menguntungkan, tetapi dalam jangka panjang banyak pelanggan akan meninggalkan. Sering sulit meyakinkan bahwa dengan melakukan pekerjaan yang baik perusahaan akan untung. Lebih sulit lagi mengusulkan melakukan kegiatan yang tidak terkait langsung dengan kegiatan perusahaan, padahal merupakan bentuk tanggungjawab sosial. Misalnya perusahaan menjadi sponsor sepeda sehat untuk mencari dana bagi anak penderita leukimia dengan memasang logo perusahaan di start/finish serta memberi T-shirt. Perusahaan percaya bahwa kredibilitasnya akan bertambah karena dianggap peduli pada kesejahteraan bersama, selain ada unsur iklan juga di dalam kegiatan tersebut (benign self-interest).

Banyak perusahaan mencoba melembagakan etika dengan membuat kode etik perilaku dengan menetapkan sanksi dan imbalan. Di Amerika, setelah skandal Enron, Tyco International, WorldCom, dibuat undang-undang The Sarbane-Oxley Acte 2002. UU ini mereformasi akuntansi perusahaan publik dan perlindungan investor dengan menuntut akuntabilitas dan tanggungjawab audit perusahaan. Sebelum UU itu, dalam audit perusahaan cukup bahwa standar-standar akunting dipenuhi, ada balance di dalam pembukuan, namun mereka tidak mempertanyakan praktik bisnis yang sebetulnya tidak beres. Jadi akuntan hanya ditempatkan sebagai ‘anjing penjaga’, bukan ‘anjing pelacak’. Maka sebelum diumumkan skandal Enron, TycoInternational, WorldCom, para akuntan membenarkan diri bahwa atas dasar hasil pemeriksaan mereka, tidak ditemukan sesuatu yang ilegal maka mereka merasa tidak bersalah. Pernyataan yang merusak kredibilitas profesi akuntan dan menghancurkan reputasi perusahaan akuntan Arthur Andersen (Gibson, 2007; 11).
Etika bisnis juga ada yang menekankan standar moral melalui pendekatan etika keutamaan: kejujuran, keberanian, pengendalian diri dan keadilan (Frederick, 2002: 34-35). Kejujuran dalam konteks bisnis dipahami sebagai cara membuat/merencanakan perjanjian dengan memasukkan pertimbangan menyewa orang, memperlakukan pekerja, menghadapi pelanggan atau perusahaan lain. Mengatakan seluruhnya dengan apa adanya tentu sangat bodoh, mengatakan produk kita tidak terlalu berbeda dengan produk para pesaing juga terlalu naif. Kejujuran bisa dalam bentuk mengatakan bahwa produk kita memiliki kekhasan. Tantangan etika bisnis terletak dalam menemukan jalan tengah antara tidak hati-hati (karena mengatakan semuanya) dan memutarbalikkan fakta. Kekhasan etika keutamaan terletak pada motivasi dan kebiasaan seseorang. 
Keberanian dalam konteks bisnis bisa beragam bentuk, dari hasrat untuk menanggung resiko (apakah investasi sekarang atau nanti, riskan atau tidak) atau posisi moral mau mengambil sikap, bahkan bila ada ancaman serius terhadap jabatan atau pekerjaan, prospek atau karirnya. Pengendalian diri dipahami sebagai memiliki harapan dan hasrat yang masuk akal, yang berlawanan dengan serakah. Jadi tidak serakah merupakan keutamaan bisnis karena serakah akan mendorong untuk menipu, tidak jujur dan tidak fair. 
Keadilan harus dipahami dalam konteks pasar. Di satu sisi, keadilan berhubungan dengan kerja keras, kualitas produk dan gagasan-gagasan cemerlang dan memperhatikan kebutuhan pelanggan. Dianggap tidak adil bila penemu produk atau orang yang memproduksi tidak mau membagi imbalannya. Di lain sisi, pasar ada kaitannya dengan keberuntungan, sedangkan kerja keras tidak selalu mendapat imbalannya. Etika keutamaan ini menjadi penting supaya pelaku bisnis tidak cepat merasa benar/sah asal sudah menaati hukum, padahal yang legal (hukum) belum tentu moral (sesuai dengan etika).
Contohnya, seorang manajer penjualan memberi gratifikasi calon pelanggan dengan membiayai liburan ke luar negeri, padahal sebetulnya bertentangan dengan kebijakan perusahaan. Atau memberi beasiswa anak pejabat dengan mengalokasikan dana CSR (Corporate Social Responsibility), sangat tersamar sebagai bentuk gratifikasi, namun tetap melanggar etika bisnis, meski secara hukum tidak bisa dituntut. Karena dianggap tidak melawan hukum yang berlaku, bentuk gratifikasi tetap dilakukan. Jadi hukum justru dipakai mencari keuntungan atau dicari lubangnya untuk menyamarkan pelanggaran norma moral. 
Pendekatan etika lebih mengajak orang berpikir tentang pertimbangan moral untuk bisa diterapkan konteks yang berbeda atau lebih luas. Misalnya, prinsip “jangan merugikan pihak lain” bisa diterapkan dalam banyak kasus dan konteks. Dalam penerapannya, memerlukan penafsiran sehingga menuntut suatu pertimbangan moral individu yang bersangkutan. Jadi etika mengajak berfikir, sifatnya mendidik untuk mencegah tindakan yang merugikan pihak lain, dan memberi pembinaan karena membantu mempertajam makna tanggungjawab. Etika dengan terumus dalam kode etik mempermudah dalam mengorganisir tanggungjawab karena sanksi dan imbalan mencegah hanya berhenti pada niat baik. 
Memang, tidak bisa dikatakan dengan tegas bahwa perusahaan pasti akan untung bila menghormati etika bisnis. Janji keuntungan yang bisa ditawarkan hanyalah bahwa bertindak secara etis bisa menjadi bagian dari strategi bisnis. Jadi masalah-masalah etika dipecahkan melalui integrasi etika bisnis ke manajemen organisasi sehingga arah bisnis lebih mudah diramalkan: marketing, sejauh mana upaya menarik konsumen untuk produk atau jasa ditawarkan; inside trading dan masalah-masalah corporate corruption; pengaruh terhadap hukum, aturan, UU; perlakuan terhadap karyawan, PHK, outsourcing, rekanan; masalah pencemaran lingkungan; monopoli terbuka atau tersamar; diskriminasi ras/etnis/keyakinan dalam perdagangan, pekerjaan atau promosi; alokasi CSR (Corporate Social Responsibility).

Untuk bisa memenuhi janji itu, etika bisnis harus built-in dalam strategi, struktur dan manajemen perusahaan. Dengan demikian etika bisnis harus menjadi nilai dasar yang menentukan budaya perusahaan dan merupakan penjabaran core values perusahaan untuk landasan interaksi dengan semua stakeholders. Maka pendekatan etika bisnis yang memperhitungkan ketiga faktor itu adalah sistem stakeholder value approach (Rüegg-Stürm, 2005:12). Melalui gagasan dalam The New St.Gallen Management Model,  penulis mencoba mensintesakan dengan etika publik, karena yang terakhir ini sangat peduli dengan modalitas atau infrastruktur etika, tidak berhenti dengan penjelasan norma-norma moral saja.
Lima Unsur yang Membentuk Built-In Bussiness Ethics
Ada lima unsur yang harus diperhitungkan agar etika bisnis, bukan hanya sebagai aksesoris manajemen atau lip-service, namun menjadi nilai dasar penopang bisnis: pertama, perusahaan sebagai pelaku moral dan kompetensi etika; kedua, struktur organisasi dan implementasi strategi; ketiga, regulasi struktural dan kode etik, termasuk aturan pengadaan barang/jasa; keempat, The Voluntary Principles on Security and Human Rights (VPSHR) – Prinsip-prinsip Sukarela untuk Keamanan dan Hak-hak Asasi Manusia; dan kelima, langkah-langkah pengambilan keputusan etis (tidak dijelaskan di  makalah ini karena berupa latihan-latihan). Dengan meminjam The New St.Gallen Management Model, built-in business ethics  digambarkan dalam sistem stakeholder value approach berikut ini (Rüegg-Stürm, 2007: 12):
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1.Perusahaan: Tanggungjawab Moral dan Kompetensi Etika


Bagaimana memahami bahwa perusahaan mempunyai tanggungjawab moral dan hukum terhadap semua stakeholders yang terlibat? Keluarga dan korban lumpur Lapindo di Jawa Timur menuntut perusahaan Lapindo bertanggungjawab untuk memberi ganti rugi atas derita dan kemalangan yang menimpa mereka. Jadi perusahaan dianggap sebagai pelaku dalam pengertian hukum, artinya bisa membuat kontrak serta dapat dituntut secara hukum seperti individu manusia. Tentu saja di balik gagasan itu, orang percaya bahwa perusahaan terdiri dari orang-orang yang terlibat dan dianggap bertanggungjawab atas semua kebijakan perusahaan tersebut. Meski harus diperhitungkan bahwa budaya perusahaan membentuk orang-orang yang terlibat di dalamnya sehingga tidak tergantung pada siapa ada di jajaran direksi atau manajerial, namun orang mengenali budaya perusahaan sebagai identitas utama.

Tanggungjawab mengandaikan kemampuan untuk bisa memiliki maksud. Maksud seperti itu baru bisa dilacak bila mengetahui struktur organisasi perusahaan yang memungkinkan akses ke mekanisme keputusan internal perusahaan (Gibson, 2007: 109). Keputusan internal perusahaan mencerminkan mekanisme perusahaan sehingga maksud perusahaan bisa transparan dan rasional. Pernyataan perusahaan bisa mengungkapkan misinya, bisa dikenali kebijakan-kebijakannya dan prosedur-prosedurnya. Dengan demikian mudah dikenali budaya perusahaan. Misalnya, CEO Lion Air menekankan keuntungan sebagai prioritas dengan segmen pasar kelas menengah ke bawah. Lalu perusahaan mengejar target banyak penumpang dalam waktu singkat. Semboyan “We make people fly” membuat pelayanan terhadap penumpang sangat minimalis: jadual penerbangan sering terlambat dan penumpang terpaksa menerima perlakuan itu karena daya tawar rendah menghadapi kenyataan tak ada pilihan lain yang semurah tiket Lion Air. Akuntabilitas perusahaan menuntut semua pihak untuk evaluasi serta penyegaran terhadap nilai-nilai dan praktik-praktik perusahaan. Akuntabilitas menuntut kompetensi etika.
Dalam buku Bowman, dijelaskan bahwa kompetensi etika meliputi manajemen nilai, pengembangan moral dan penalaran moral, moralitas publik dan pribadi serta etika organisasi (2010: 28). Ketrampilan etika yang dibutuhkan dalam pelayanan publik menekankan empat hal: (i) tingkat kesadaran penalaran moral sebagai dasar pengambilan keputusan yang etis; (ii) kemampuan memahami etika sebagai sarana dalam menghadapi konflik; (iii) kemampuan menolak perilaku yang berlawanan dengan etika; (iv) mampu menerapkan teori-teori etika.
Ketika pemimpin memiliki kompetensi teknis dan leadership yang memadai besar kemungkinan memperkecil resiko menghadapi dilema-dilema etis yang tidak perlu. Kompetensi etika dan leadership memberi informasi yang memadai bagi pemimpin untuk bisa mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan etika bisnis. Maka penting, menurut Bowman, memenuhi tuntutan segitiga kompetensi dalam profesionalisme pelayanan publik.
SEGITIGA KOMPETENSI PROFESIONAL
                                                    -Pengetahuan yang terspesialisasi, 

                                                    -Pengetahuan hukum, 

                                                    -Manajemen program,

                                                    -Manajemen Strategis

                                                    -Manajemen Sumberdaya

                                     KOMPETENSI TEKNIS

          KOMPETENSI ETIKA                   KOMPETENSI LEADERSHIP
                -Manajemen nilai,                                    -Penilaian dan penetapan tujuan

                -Kemampuan penalaran moral                -Ketrampilan Manajemen hard/soft
                -Moralitas pribadi, Moralitas Publik        -Gaya manajemen

                -Etika organisasional                                -Ketrampilan politik dan negosiasi

                                                                                  -Evaluasi 
(J.S. Bowman, Achieving Competencies in Public Services: Professional Edge, New York: Armonk, 2010:23)

Hubungan antara kompetensi teknik dan kompetensi etika sering dirumuskan dalam bentuk dilema antara hasil dan proses. Tujuan utama manajemen teknis menekankan agar suatu sistem lebih luwes dan mampu menjawab kebutuhan berkat adanya keleluasaan bagi penilaian manajemen (P. Bishop, 2003: 12). Evaluasi menajemen ini memungkinkan penyesuaian yang cepat agar efisien. Padahal etika bisnis cenderung memasang alat kontrol organisasi sehingga tekanan pada proses sering merugikan atau menghambat hasil yang mau dicapai. Kompetensi etika ditantang untuk tidak mengorbankan efisiensi. Tantangannya ialah menjawab tuntutan dinamisme, inovasi dan efisiensi dengan masih tetap bisa memperhitungkan dimensi etika.

2.Struktur Organisasi dan Implementasi Strategi

Teknik informasi menjamin mobilitas modal tinggi. Modal bisa pindah dengan mudah. Kapital tak sabar mengubah semua institusi dan perusahaan agar bisa menarik pemodal. Kapitalisme pasar uang menggagalkan visi jangka panjang demi kinerja jangka pendek (Sennett, 2006: 40). Pilar institusi kapitalis memperpendek waktu organisasi, menekankan tugas jangka pendek dan segera. E-mail dan semua pengembangan instrumen terkait dengan komputer dan internet menghapus mediasi dan penafsiran komando serta aturan. Dampaknya terhadap struktur organisasi perusahaan: pertama, perusahaan cenderung menciptakan tipe baru sentralisasi; kedua, institusi tidak perlu besar; dan, ketiga, mereka yang tidak memiliki ketrampilan khusus akan terpinggirkan. 
Tuntutan standardisasi dan efisiensi semakin tinggi. Maka pembagian kerja, spesialisasi dan standardisasi di dunia industri berkembang pesat mengikuti perkembangan inovasi teknologi. Perubahan yang cepat ini membuat pembagian kerja cenderung lebih menekankan task-oriented dari pada kerja dengan peran yang sudah ditentukan lebih dulu atau job description. Outsourcing (alih daya) ke perusahaan lain semakin menjadi kebijakan yang meluas. Kontrak terbatas sudah menjadi praktik biasa. 
Perkembangan baru di dunia industri itu menuntut agar organisasi ramping dan lincah. Pekerja harus terampil menyesuaikan diri. Proaktif berhadapan situasi tak menentu. Dalam struktur yang cair, kepekaan atas apa yang harus ditangani menggantikan tugas yang sudah terdefinisi. Diciptakan iklim persaingan antar tim dan antar individu: mencari uang, mendesain produk, dan menciptakan pasar. Sistemnya pemenang memperoleh semua imbalannya. Akibatnya stress tinggi, gelisah dan batas antara kompetitor dan kolega tidak jelas (Sennett, 2006: 51). Maka organisasi perusahaan yang menarik investor bila mampu menunjukkan tanda-tanda perubahan internal dan memiliki fleksibilitas karena stabilitas dianggap sebagai tanda kelemahan, sedangkan destabilisasi tanda dinamis (Sennett, 2006: 41)
Tiga defisit struktural yang dialami organisasi perusahaan semacam itu, yaitu rendahnya loyalitas pada lembaga, berkurangnya kepercayaan informal di antara pekerja, dan melemahnya pengetahuan institusional (Sennett, 2006: 66-69). Defisit struktural itu diperparah oleh kecenderungan restrukturisasi perusahaan yang banyak ditentukan oleh masalah utang dan nilai stock-price yang disebabkan oleh pasar uang dari pada operasi internal (Sennett, 2006: 53)
Situasi eksploitatif seperti itu tanpa disadari bisa  merusak citra perusahaan. Maka dibutuhkan transparansi, karena bagaimanapun perusahaan yang mengabaikan etika bisnis akan meninggalkan jejak. Ada kepentingan jangka jauh untuk menjaga citra dengan standar etika. Ada alasan yang cukup mendasar untuk tidak terjebak masuk ke dalam eksploitasi dan persaingan liar karena dalam jangka panjang keuntungan banyak tergantung dalam kerjasama. Kesulitannya ketika menggunakan pendekatan strategis dalam moralitas ialah tergantung pada perhitungan utama: kebijakan perusahaan masih dipacu oleh mencari keuntungan maka jika mereka dapat memperoleh banyak keuntungan dengan tanpa memperhatikan etika, maka tidak ada alasan yang bisa mengubah perilaku itu (Gibson, 2007: 20). Maka struktur organisasi yang peduli etika bisnis harus didesain sedemikian rupa agar dalam pengambilan kebijakan selalu menyertakan pertimbangan dimensi-dimensi etika. Tujuan struktur organisasi: pertama, memungkinkan pembagian kerja (diferensiasi) yang memadai agar efisien dan produktif; kedua, mengkoordinasi hasil-hasil dalam pembagian kerja agar bisa diintegrasikan secara efektif dengan keseluruhan bagian perusahaan.
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Modifikasi skema organisasi The New St. Gallen Management Model (Rüegg-Stürm, 2007: 37)

Perlu komisi etika yang mengatur, memberlakukan dan mengawasi aturan dan standar etika. Perlu diorganisir secara berkala suatu pendidikan dan pelatihan etika bisnis untuk meningkatkan kesadaran moral dan belajar memecahkan masalah-masalah dilema etika yang dihadapi terutama di jajaran direksi dan manajer. Semua kegiatan ini didisain, diimplementasikan dalam kerjasama komisi etika dengan bagian penelitian dan pengembangan perusahaan. Komisi etika selalu memberi pengarahan tertulis, pendampingan dan evaluasi dari segi etika bisnis terhadap cara/prosedur bagaimana mereka menghadapi masalah-masalah kebijakan perusahaan dan akibat-akibat dari kebijakan mereka. Perlu dibuat aturan agar Komisi Etika bisa memberi sanksi dengan mempertimbangkan informasi adanya pelanggaran direksi/manajer/karyawan, bahkan bila tidak ada keluhan/laporan, bila ternyata mengganggu kinerja tugasnya. Maka perlu komisi etika melakukan investigasi yang melibatkan organisasi independen untuk mengumpulkan fakta (wawancara saksi, memeriksa dokumen, meninjau lokasi) agar bisa menentukan benar/tidaknya pelanggaran. Komisi etika bisa mengusulkan bentuk sanksi: pemecatan, peringatan, skors atau ganti rugi.
Peran whistle-blower sangat penting untuk memecah situasi kerahasiaan atau tutup mulut yang dipaksakan oleh tindak korupsi atau konflik kepentingan (J.L. Fleishman, 1981: 206-218). Di dalam upaya meniupkan peluit itu, sebetulnya ada tiga hal yang mau disingkap, yaitu ada ketidaksepakatan, pelanggaran loyalitas dan tindakan menuduh. Jadi dengan penyingkapan itu informasi yang masuk mau mengingatkan adanya tanda risiko korupsi atau konflik kepentingan. Sikap ini perlu dihargai karena pelaku berani mengambil resiko pembalasan, mengorbankan karir dan masa depan, kendati motivasi penyingkapan belum tentu selalu demi kepentingan publik. Sering menyingkap informasi seperti itu tidak bergema, tidak ada reaksi yang mendukung apalagi ketika audience tidak bebas atau ada sensor serta ketakutan terhadap pembalasan, maka pesan bisa menghancurkan whistle-blower itu sendiri.
Untuk mengubah budaya diam, secara internal manajemen harus membangun mekanisme perlindungan whistle-blowers dengan menggariskan prosedur yang mudah diikuti (OECD Working Papers, 2000: 14): (i) harus ada pernyataan tegas bahwa pelaporan pelanggaran korupsi akan ditanggapi serius dalam organisasi, asal indikasinya bisa dipertanggungjawabkan; (ii) konfidensialitas pelapor dilindungi karena informasinya memang diharapkan, dan memberi kesempatan mengemukakan keprihatinan itu di luar jalur struktur manajemen; (iii) sanksi akan diberikan terhadap siapa saja yang membuat laporan palsu atau tuduhan jahat; (iv) memberi indikasi cara yang baik bagaimana keprihatinan itu akan diangkat di luar organisasi. Pelaporan semacam itu berfungsi juga sebagai cara untuk meminta akuntabilitas karena seseorang yang ada di posisi kekuasaan diberitahu telah terjadi pelanggaran atau korupsi. Mereka harus menyadari bila mengabaikan, resikonya terjadi hal yang  merugikan sehingga kemungkinan akan dituntut di muka hukum.
Perusahaan perlu mengintegrasikan budaya etika ke dalam organisasi manajemen. Supaya etika bisnis tidak hanya berhenti sebagai niat baik, maka diperlukan infrastruktur etika, yaitu “semua bentuk sarana yang mendorong dan memberi sanksi untuk mengarahkan secara koheren dan terkoordinasi pada norma-norma, yang ditingkatkan menjadi materi etika dalam menjalankan kebijakan perusahaan” (Piron, 2007: 42). Infrastruktur etika bisnis meliputi: (i) komisi etika yang ikut serta dalam pengambilan keputusan untuk mengangkat masalah etika dalam setiap pertemuan staf; (ii) tersedianya konsultasi etika; (iii) mekanisme whistle-blowing (hotlines, komunikasi konfidensial); (iv) cara perekrutan anggota dengan standar etika disertai pendidikan dan pelatihan etika publik secara berkala; (v) proses evaluasi kinerja diarahkan ke identifikasi dimensi-dimensi etika; dan (vi) audit etika. Maka implementasi strategi perusahaan harus memperhitungkan ke empat tuntutan tersebut.
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Modifikasi Implementasi Strategi The New St. Gallen Management Model (Rüegg-Stürm, 2007:32).
Implementasi strategi perusahaan ini memperhitungkan dimensi-dimensi etika: nilai-nilai moral eksekutif, tanggungjawab sosial dan akhirnya, evaluasi serta seleksi strategi memperhitungkan dimensi-dimensi etika.
3.Regulasi Struktural, Kode Etik dan Pengadaan Barang/Jasa
Dalam regulasi struktural, terungkap struktur-struktur organisasi dan proses-proses di perusahaan.Tujuan regulasi struktural untuk mengarahkan pembagian kerja, koordinasi dan leadership. Maka regulasi struktural sarat dengan nilai-nilai etika. Selain skema organisasi, ada tiga regulasi struktural yang syarat dengan nilai-nilai etika: pertama, pemberlakuan kode etik perusahaan; kedua,  job description dengan akuntabilitas dan tanggungjawab posisi-posisi tertentu, termasuk pengadaan barang dan jasa; ketiga, aturan-aturan, buku pegangan serta Standard Operating Procedure  (prosedur pengoperasian yang standar). Sedangkan, dua regulasi lain sifatnya lebih teknis, yaitu kartu pencatatan keluar/masuk barang, serta pengaturan tempat dan ruang (bengkel produksi, perlengkapan, gudang, dan kantor).
Pemberlakuan kode etik perusahaan menjadi sangat penting. Memberlakukan Kode Etik perlu mengintegrasikannya ke dalam manajemen organisasi, maka perlu memperhatikan langkah-langkahnya: (i) Dalam menyusun kode etik harus mengikutsertakan anggota-anggota yang representatif sehingga ada partisipasi dan memfasilitasi dalam membentuk khasanah istilah yang dipahami sama di antara mereka. Cara ini akan menumbuhkan rasa memiliki dan komitmen; (ii) Komisi etika dilibatkan dalam pengambilan keputusan di setiap pertemuan staf dengan membantu merumuskan dampak etikanya; (iii) Disediakan konsultasi etika dan saluran pelaporan untuk membahas masalah etika, prosedur menyalurkan keluhan, protes, mekanisme whistle-blowing (hotlines, komunikasi konfidensial), serta sistem perlindungan bagi pelapor; (iv) Manajemen personalia disesuaikan dengan tuntutan etika bisnis, termasuk merevisi cara perekrutan calon manajer dan direksi. Perlu diadakan pendidikan dan pelatihan etika bisnis secara berkala; selain juga harus memperhatikan proses evaluasi kinerja yang diarahkan ke identifikasi dimensi-dimensi etikanya; (v) Audit etika secara berkala meliputi: melihat kembali dokumen-dokumen, menilai kerentanan masalah, wawancara dan survei karyawan, dan evaluasi terhadap sistem yang ada; dan akhirnya, (vi) perlu meningkatkan sosialisasi kesadaran etis dengan memasang kode etik di setiap tempat berkumpul.
Kegiatan yang sangat rentan korupsi adalah pengadaan barang/jasa. Maka perlu transparansi. Tujuan transparansi dalam konteks pengadaan barang/jasa ialah agar semua pihak yang ambil bagian dalam kegiatan ini bisa mendapatkan informasi yang jelas untuk mengetahui cara, sarana dan proses yang diperlukan untuk mendefinisikan kontrak, syarat-syarat memenangkannya dan mengurusnya (Integrity in Public Procurement, 2007: 159). Etika bisnis sangat kongkrit dalam bentuk  aturan-aturan yang jelas dan transparan: (i) Akses ke informasi tentang aturan, prosedur dan kesempatan pengadaan barang/jasa dimungkinkan untuk semua; (ii) Informasi harus jelas, konsisten dan relevan untuk menjamin persaingan dan menghindarkan kolusi; (iii) Standardisasi proses melalui benchmark : keputusan-keputusan bisa dibandingkan untuk memudahkan kontrol internal dan melacak pelanggaran atau penyimpangan; (iv) Keputusan penting dalam pengadaan barang/jasa terdokumentasi baik dan mudah diakses. (v) Perlu E-Procurement karena sistem ini meninggalkan jejak untuk memudahkan audit, revisi dan evaluasi kebijakan pengadaan barang/jasa. Sistem elektronik membantu menghubungkan dengan seluruh sistem manajemen keuangan.
Selain menerapkan aturan-aturan yang jelas, direksi dan juga karyawan mampu mengenali adanya korupsi. Dua belas tanda-tanda korupsi dalam pengadaan barang dan jasa (G.T.Ware, 2007: 300-303; dan Most Common Red Flags of Fraud and Corruption in Procurement, dalam: brosur pelatihan,  Institutional Integrity Unit Bank Dunia):
(i)Kontrak diberikan selalu kepada penyedia yang sama tanpa ada kompetisi, sering dengan lebih tinggi dari harga pasar; (ii) adanya perantara dalam kontrak padahal dia tidak menambah mutu atau kinerja kontrak; (iii) pejabat yang bertanggungjawab menerima pemberian, fasilitas, uang dan nampak lebih kaya padahal tidak sesuai dengan gaji yang diperolehnya; (iv) mutu rendah barang/jasa atau pekerjaan yang diberikan. Mutu rendah karena menaikkan harga kontrak atau memberi lebih rendah dari kualitas yang seharusnya; 
(v)Mantan pejabat /keluarga/teman  bertindak sebagai penyedia barang/jasa.  (vi) Keluhan  penawar: sumber informasi penting adanya penipuan atau korupsi: hilang atau cacat barang adalah tanda rendahnya kapasitas atau petunjuk suap karena material yang cacat tetap diterima; (vii) Harga yang dipasang oleh beberapa penawar lebih mahal dari pada penawar lain tanpa mengacu untuk beaya apa (teknik menyembunyikan keuntungan besar karena harus memberi uang sogok). (viii) Perbedaan harga terlalu mencolok antara pemenang tender dan penawar lain. Kemungkinan persetujuan di antara para penawar untuk membagi keuntungan/pekerjaan. Bila terjadi penawaran ulang karena sebelumnya tidak ada yang terkualifikasi, sebagian besar penawar menaikkan harga lebih tinggi dari penawaran pertama, meski tidak ada kenaikan harga pasar merupakan petunjuk ada kerjasama antara penawar untuk memenangkan salah satu dari mereka. 
(ix) Kolusi di antara para peserta tender melalui perjanjian tersembunyi  dalam bentuk subkontrak pelaksanaan kerja atau pengiriman barang/jasa. Pejabat publik tahu, tapi karena mendapatkan keuntungan, menutup mata terhadap pelanggaran kontrak itu. (x) Perbaikan penawaran di saat-saat terakhir penyerahan atau sesudah penyerahan. Ada bukti material kolusi dlm penyerahan penawaran spt peserta penawaran yang berbeda format sama, model penghitungan yang persis sama, penulisan dengan kekeliruan yang sama. (xi) Calon penawar yang memiliki kualifikasi akhirnya mundur, bisa memberi petunjuk adanya tekanan entah dari pejabat publik atau kolusi dengan penawar lain.  (xii) Sistem rotasi untuk mendapatkan kontrak diantara para penawar atau alokasi pasar sehingga mereka tidak perlu bersaing mendapatkan tender.  Manipulasi  dengan menunjuk perusahaan supaya mengajukan penawaran paling murah atas pengetahuan pejabat yang berwenang. Begitu penawaran dimenangkan, kontrak diperbaiki dengan harga dinaikan. Supaya uang suap tidak terlacak dipakai teknik mendirikan perusahaan façade untuk manipulasi tender dan pencucian uang.
4.Prinsip-Prinsip Sukarela untuk Keamanan dan Hak-Hak Asasi Manusia (VPSHR)
Prinsip-prinsip Sukarela untuk Keamanan dan Hak-hak Asasi Manusia (The Voluntary Principles on Security and Human Rights) ini diambil penulis dari naskah The World Bank Group, Multilateral Investment Guarantee Agency-Working Paper July 2008. Prinsip-prinsip tersebut dirancang Komisi Bank Dunia untuk memajukan HAM dan menghindari  pelanggaran HAM dalam urusan keamanan di perusahaan-perusahaan.
Tiga masalah penting yang mau dipecahkan oleh prinsip-prinsip tersebut: pertama, bagaimana perusahaan memperhitungkan risiko pelanggaran HAM; kedua, bagaimana perusahaan bekerjasama dengan aparat keamanan; dan ketiga, bagaimana perusahaan mengatur sistem keamanan swasta atau keamanan internal dalam menjaga dan melindungi fasilitas-fasilitas perusahaan dan operasi-operasinya.
Ketiga masalah penting tersebut muncul karena perusahaan menghadapi empat unsur risiko VPSHR, yaitu pertama, memahami  potensi konflik kekerasan di wilayah perusahaan beroperasi; kedua, memperhitungkan risiko bagi komunitas yang terkait dengan kehadiran perusahaan;ketiga, mengembangkan metode untuk menangani tuduhan pelanggaran HAM aparat keamanan; dan keempat, mengevaluasi risiko yang terkait dengan pemindahan perlengkapan (cara tepat pemindahan dan bentuk kontrol yang mencegah penyalahgunaan).
 
Komisi Bank Dunia menetapkan tiga kriteria bagi penyedia keamanan: pertama, mendefinisikan standar, kinerja obyektif dan kinerja pengoperasiannya; kedua, menjamin kualitas kontrol melalui pemeriksaan, revisi dan audit; ketiga, mengkomunikasikan standar kinerja kepada pemangku kepentingan keamanan. Lalu bagaimana VPSHR itu diintegrasikan ke dalam sistem manajemen perusahaan?
Cara mengintegrasikan VPSHR ke sistem manajemen perusahaan: pertama, menspesifikasi prioritas utama manajemen senior perusahaan untuk jangka pendek (kurang dari 6 bulann) dengan serius menerapkan VPSHR; kedua, cara menerapkan VPSHR harus  fokus pada membangun hubungan komunitas dan pemerintah setempat, menyediakan sumberdaya untuk mendukung keterlibatan pemangku kepentingan dan menegosiasikan kebijakan serta protokol; ketiga, VPSHR harus menjadi nilai dasar perusahaan dengan mengkomunikasikan standar dan harapan karyawan; keempat, menetapkan mekanisme implemantasi VPSHR dan ukuran kinerja dan dengan teratur melaporkan perkembangan secara transparan kepada auditor internal maupun eksternal.
Cara-cara supaya VPSHR bisa operasional: pertama, diadakan audit oleh pihak ketiga untuk menentukan prioritas perbaikan dalam penanganan masalah keamanan dan HAM; kedua, diadakan pelatihan untuk staf perusahaan, petugas keamanan perusahaan dan komunitas pemangku kepentingan; ketiga, mengembangkan protokol antara perusahaan dan aparat keamanan untuk menentukan bidang-bidang keterlibatan di mana VPSHR dan HAM harus dihormati; keempat, mengembangkan bentuk pelaporan untuk memenuhi petunjuk-petunjuk bagi partisipan resmi VPSHR; kelima, membuat perencanaan komunikasi, kontrak untuk staf, dan juga kode etik. Agar VPSHR mencapai sasarannya perlu identifikasi dan membangun kemampuan struktur-struktur kunci komunitas menjawab masalah-masalah keamanan lokal dengan mengikutsertakan seluruh komunitas dalam perlindungan HAM.
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